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PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR i TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045 J

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ’

BUPATI SIMALUNGUN, !

Menimbang : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang | I
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang | |
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam |
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran | |
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, | I
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | |
1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran | |
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82} |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir |
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun |
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor| |
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801); .




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun |
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi |

Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024
Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 Seri D Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 |

Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1});




20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2j;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

2:

Daerah adalah Kabupaten Simalungun.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Simalungun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai dengan 20435.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara
terencana untuk mewujudkan visi dan misi daerah.
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20.

21,

(1)

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa
yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat
penyusunan perencanaan.

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan. ’

Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program
perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan
secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif | |

untuk mewujudkan visi dan misi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian
capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pasal 2

Maksud penyusunan dokumen RPJP Daerah adalah tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun
2025-2045 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2025-2045.

Tujuan dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten|

Simalungun Tahun 2025 -2045;

b. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten| |

Simalungun Tahun 2025-2045 dan prioritas pembangunan pada setiap
tahapan pembangunan jangka panjang daerah;




c. menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian
Pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat
perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simalungun
Tahun 2025 - 2045;

d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun
untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta
Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam pembangunan jangka
menengah; dan

e. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk
melaksanakan pembangunan di Kabupaten Simalungun dalam kurun
waktu dua puluh tahun ke depan.

BAB II
SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJPD meliputi:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab 11l Permasalahan dan Isu Strategis Daerah,;

Bab IV Visi dan Misi Daerah;

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan

Bab VI Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

oo T

BAB 11
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJP Daerah.

(2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 4§ Tebruan 2025
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 5 Feoruar 2025

SUMATERA UTARA: (L-1{202¢c)




